MENTER!I KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100/PMK.04/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 157/PMK.04 /2017 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN

PENGAWASAN, INDIKATOR YANG MENCURIGAKAN, PEMBAWAAN UANG

TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN, SERTA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENYETORAN KE KAS NEGARA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah melalui pengendalian moneter atas lalu lintas
pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar
daerah pabean Indonesia, Bank Indonesia telah
menerbitkan  Peraturan Bank Indonesia  Nomor
19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing
ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017
tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke

Luar Daerah Pabean Indonesia;
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Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017
tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator
yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi
Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1563);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS  PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
157/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN
DAN PENGAWASAN, INDIKATOR YANG MENCURIGAKAN,
PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN
PEMBAYARAN  LAIN, SERTA PENGENAAN  SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENYETORAN KE KAS NEGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan
dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta
Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1563), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 dihapus dan ditambahkan
3 (tiga) angka yakni angka 9, angka 10, dan angka 11,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan.

f &
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Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambahkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut: '

Pasal 2

(1) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah
Pabean.

(2) Uang tunai merupakan uang dalam mata uang
rupiah dan/atau uang dalam mata uang asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri
atas:

a. uang kertas Rupiah;
b. uang logam Rupiah;
c. Uang Kertas Asing; atau

d. uang logam asing.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 3 diubah,
serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan
ayat (6), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dilakukan terhadap uang tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang:

a. dibawa sendiri oleh orang perseorangan
dan/atau orang perseorangan yang melakukan
pembawaan atas nama korporasi; atau

b. dilakukan melalui jasa kargo komersial atau
melalui jasa kiriman penyelenggara pos.

(2) Orang perseorangan dan/atau orang perseorangan
yang melakukan pembawaan atas nama korporasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari:

a. penumpang;

! <
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Dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain dilakukan dengan cara
dibawa sendiri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf a, formulir Pembawaan Uang

Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain paling

sedikit harus memuat informasi mengenai:

a. identitas pembawa, meliputi:

1. mnama lengkap;

2. tempat dan tanggal lahir;

3. nomor identitas kependudukan, surat izin
mengemudi, atau paspor;

4. alamat tempat tinggal sesuai dengan
KTP/SIM/ KITAS/Paspor/kartu identitas
lainnya;

5. alamat, tempat tinggal terkini, dan nomor
telepon;

6. pekerjaan; dan

7. kewarganegaraan;

b. tanggal pemberitahuan masuk ke dalam Daerah
Pabean atau ke luar Daerah Pabean;

c. tujuan perjalanan dan tujuan pembawaan;

d. rute (daerah asal dan tujuan) dan sarana
transportasi;

e. jumlah dan jenis mata wuang tunai atau
Instrumen Pembayaran Lain;

f.  sumber dan tujuan pembawaan uang tunai
dan/atau penggunaan Instrumen Pembayaran
Lain;

g. informasi pemilik atau penerima manfaat
sebenarnya (beneficial owner), dalam hal
pembawa menyatakan bahwa uang tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain bukan

miliknya; dan
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(7) Terhadap pemberitahuan pabean atas Pembawaan

| Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain
yang belum diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pemberitahuan
pabean, penyampaian pemberitahuan pabean
dimaksud dilakukan secara lisan kepada Pejabat
Bea dan Cukai.

(7a) Formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dalam bentuk cetak
disediakan oleh Kepala Kantor Pabean di tempat
penyampaian pemberitahuan pabean sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(8) Bentuk dan format formulir Pembawaan Uang Tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
menggunakan format yang tercantum dalam
Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara
Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang
Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan

Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara.

Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah dan ditambahkan
3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Penyampaian pemberitahuan pabean dan pengisian
formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan melalui sistem

aplikasi.

[
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Tanda Kkeluar sebagaimana dimaksud ayat (4)
merupakan tanda tertentu berupa cap yang
dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara
Indonesia dan orang asing, baik manual maupun
elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi
sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar

wilayah Indonesia.

7. RKetentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Selain  wajib memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terhadap Pembawaan

uang tunai berupa:

a.

mata uang Rupiah paling sedikit Rp100.000.000,00
(seratus juta Rupiah) ke luar Daerah Pabean
Indonesia, wajib dilengkapi dengan izin dari Bank
Indonesia; atau

Uang Kertas Asing dengan nilai paling sedikit setara
dengan Rpl1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
oleh korporasi dan/atau orang yang melakukan
pembawaaan atas nama korporasi masuk atau ke
luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (6), wajib dilengkapi
dengan persetujuan pembawaan Uang Kertas Asing

dari Bank Indonesia.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 9
Pejabat Bea dan Cukai menerima pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan
melakukan pemeriksaan atas kebenaran
pemberitahuan jumlah Pembawaan Uang Tunai

dan/atau Instrumen Pembayaran Lain.
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d. melakukan pembawaan Uang Kertas Asing
melebihi nilai yang tercantum  dalam
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b,

diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai

untuk melakukan Pembawaan Uang Tunai dan/atau

Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar

Daerah  Pabean  setelah  membayar  sanksi

administratif berupa denda.

Tata cara pemberian persetujuan Pembawaan Uang

Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang

dilakukan melalui jasa kargo komersial atau melalui

jasa kiriman penyelenggara pos, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai ekspor dan/atau impor.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga

Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 15

Setiap Orang vyang tidak memberitahukan
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh
jumlah uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran
Lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

Setiap Orang yang telah memberitahukan
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau

Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa lebih besar
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(3) Setiap Orang yang telah  memberitahukan
pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetapi
tidak memiliki persetujuan atas pembawaan uang
tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikenai sanksi
administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(4) Setiap Orang yang:

a. telah memberitahukan pembawaan uang tunai
berupa Uang Kertas Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan

b. telah memiliki persetujuan atas pembawaan
uang tunai berupa Uang Kertas Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

tetapi jumlah Uang Kertas Asing yang dibawa lebih

besar dari jumlah yang diberikan persetujuan,
dikenai sanksi administratif berupa denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Setiap Orang yang tidak memberitahukan
pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tetapi
memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai
berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b, dikenai sanksi administratif
berupa denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1).

(6) Setiap Orang yang:

a. telah memberitahukan pembawaan uang tunai
berupa Uang Kertas Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan

b. telah memiliki persetujuan atas. pembawaan
uang tunai berupa Uang Kertas Asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

g
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b. telah memiliki persetujuan atas pembawaan
uang tunai berupa Uang Kertas Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

tetapi jumlah Uang Kertas Asing yang dibawa lebih

besar dari jumlah yang diberikan persetujuan,
dikenai  sanksi administratif berupa denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi
administratif berupa denda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1).

Setiap Orang yang:

a. telah memberitahukan pembawaan uang tunai
berupa Uang Kertas Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetapi jumlah
Uang Kertas Asing yang dibawa lebih besar dari
jumlah yang diberitahukan; dan

b. tidak memiliki persetujuan atas pembawaan
uang tunai berupa Uang Kertas Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

dikenai  sanksi administratif berupa denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi
administratif berupa denda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (2).

Terhadap pembawaan uang tunai melalui jasa kargo

komersial atau melalui jasa kiriman penyelenggara

pos yang tidak diberitahukan atau diberitahukan
secara tidak benar, dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kepabeanan.

Pasal 15B
Dalam hal pembawaan uang tunai berupa Uang
Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf c ke luar Daerah Pabean telah
diberitahukan dengan benar, tetapi tidak memiliki

persetujuan atas pembawaan uang tunai
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13.

14.

(3)

(4)

50

Pembayaran sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
pemberitahuan pabean. |

Dalam hal pembawaan uang tunai tidak
diberitahukan, tanggal pemberitahuan pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu tanggal

penetapan sanksi administratif.

Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 18

Dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain merupakan gabungan
dari uang tunai dan Instrumen Pembayaran Lain,
sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), serta
Pasal 15A ayat (1) sampai dengan ayat (10),
diperhitungkan dari seluruh nilai uang tunai dan
Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa.

Pembayaran sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
membayar secara tunai atau cara pembayaran lain
yang disetujui oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pembayaran sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), harus diselesaikan paling
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal

penetapan sanksi administratif.

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 disisipkan 1 (satu)

ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai
berikut:
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15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga
Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Penetapan konversi mata uang asing dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain ke dalam mata uang
Rupiah yang terkait dengan ambang batas
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), menggunakan
nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
yang berlaku pada saat penetapan konversi.

(2) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan yang digunakan sebagai dasar pelunasan
bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai barang dan
jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bea
keluar, dan Pajak Penghasilan.

(3) Dalam hal mata uang asing dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain yang  digunakan  dalam
pembawaan uang tunai tidak terdapat dalam nilai
kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
penetapan konversi mata uang asing dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain ke dalam mata uang
Rupiah dilakukan ke dalam Dollar Amerika Serikat
terlebih dahulu sebelum menggunakan nilai kurs
yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) Penetapan nilai kurs mata uang asing yang tidak
terdapat dalam nilai kurs yang ditetapkan Menteri
Keuangan ke dalam mata uang Dollar Amerika
Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
dilakukan dengan menggunakan nilai kurs yang
terdapat pada layanan informasi perbankan
dan/atau valuta asing yang dikeluarkan oleh

perusahaan nasional dan/atau internasional.

{ w
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e. keterangan mengenai adanya selisih lebih atau
selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (8) dan ayat (9), serta Pasal 24
ayat (10) dan ayat (11).

(3) Dihapus.

(4) Dalam hal terdapat Pembawaan Uang Tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang tidak
diberitahukan atau diberitahukan tidak benar,
Pejabat Bea dan Cukai melaporkan Pembawaan
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain
tersebut kepada PPATK berdasarkan:

a. data yang termuat dalam dokumen identitas,
perjalanan atau pengiriman;

b. hasil pemeriksaan terhadap wuang tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain,;
dan/atau

c.  hasil permintaan keterangan terhadap
pembawa, pemilik (beneficiary owner),
penerima, atau pengirim uang tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain.

(5) Dalam hal terdapat ketentuan dari penyelenggara
pos mengenai larangan pengiriman uang melalui
jasa kiriman pos dan berdasarkan pemeriksaan
ditemukan adanya Pembawaan Uang Tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Pejabat Bea
dan Cukai melaporkan Pembawaan Uang Tunai
‘dan/atau Instrumen Pembayaran Lain tersebut
kepada PPATK berdasarkan:

a. data yang termuat dalam dokumen pengiriman;

b. hasil pemeriksaan terhadap wuwang tunai
dan/atau  Instrumen = Pembayaran  Lain;
dan/atau

c. hasil permintaan keterangan terhadap pengirim

atau penerima barang kiriman.

I
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1147

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plh. Kepala Baglan TU Kementerlan

LUHUT M.R. LIMBONG
NIP 19610503 198810 1 001 /
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